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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(QS. Al-Bagarah {2} 286)!

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Qs. Al-Insyirah {94}5-6)"

1 *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul ‘Ali, CV. Penerbit J-Art, 2005.
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RINGKASAN

Tidak semua perkawinan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan dari
perkawinan, sehingga ada beberapa perkawinan yang tidak dapat bertahan dan
berujung dengan perpisahan yaitu salah satunya adalah karena perceraian. Untuk
seorang wanita yang perkawinannya putus karena perceraian maka berlaku
baginya masa iddah bagi janda tersebut. Masa iddah disini digunakan untuk
mensucikan diri janda tersebut serta untuk mengetahui rahimnya sedang
mengandung atau tidak. Apabila seorang janda yang masih dalam masa iddah ini
menikah maka akan mengakibatkan perkawinannya sebagai perkawinan yang
tidak sah, dan haruslah dibatalkan karena tidak memenuhi syarat untuk
melangsungkan perkawinan. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi
ini adalah: pertama, akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan sebelum
selesainya masa iddah. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam
putusan pembatalan perkawinan dikarenakan masa iddah yang termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Mojoketo Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr. Tujuan
umum penilaian skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan
persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember serta memberikan kontribusi atau sumbangan
pemikiran dalam bidang ilmu hukum. Adapun tujuan khususnya untuk
mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan
sebelum selesainya masa iddah dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus
perkara  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Mojokerto  Nomor:
1365/Pdt.G/2014/PA/Mr. Dalam Penelitian skripsi ini menggunakan tipe
penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research), pendekatan masalah
yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan
isu hukum yang sedang ditangani, Studi Kasus (case study), yaitu sebuah studi
terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, dan Pendekatan Konseptual
(conceptual approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dapat
membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum. Bahan
yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan
bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur lainnya.

Tinjauan pustaka berisi mengenai teori-teori yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, buku-buku dan literatur seperti jurnal dan website yang
berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Tinjauan pustaka ini berisi
tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan
perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, macam-macam pembatalan
perkawinan, pengertian masa iddah serta macam-macam masa iddah.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama adalah akibat dari perkawinan
yang dilakukan oleh janda yang masih dalam masa iddah. Bagi seorang janda
yang melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya selesai akan
menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, dan juga diantara keduanya harus
dipisah dengan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang
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No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan dapat
dibatallkan jika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat yang dimaksud
adalah syarat yang melekat pada diri calon istri yang mana calon istri tersebut
adalah janda yang masih dalam masa iddah. Bagi seorang janda yang baru saja
bercerai maka harus menyelesaikan masa iddahnya agar bisa melangsungkan
perkawinan dengan pria lain. Bagi seorang janda yang dalam keadaan haidh maka
masa iddahnya adalah 3 kali suci dan jika sudah tidak mengalami haid adalah 3
bulan sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
Kemudian setelah perkawinan tersebut dibatalkan berlaku juga akibat-akibat dari
pembatalan perkawinan. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang mana akibat dari perkawinan tersebut tidak
berlaku surut kepada anak, harta perkawinan, dan pihak ketiga. Dan akibat lain
bagi pasangan suami istri tersebut adalah kembali kestatus semula sebelum
melangsungkan perkawinan serta bisakah kembali suami istri tersebut setelah
pernikahan mereka dibatalkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua
adalah mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus
perkara Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr mengenai perkawinan yang dilakukan
oleh janda yang masih dalam masa iddah. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim
menggunakan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 22, Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 71, Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan ayat 4
Kompilasi Hukum Islam serta dasar dari Al-Qur’an dan kitab-kitab Islam sebagai
alasan  memutus perkara  Pengadilan Agama  Mojokerto  Nomor:
1365/Pdt.G/2014/PA.Mr yang pada intinya Majelis Hakim membatalkan
perkawinan antara Termohon | dan Termohon 1.

Penulis juga memberikan saran bahwa bagi calon yang hendak menikah
sebaiknya mengetahui status dari diri calon suami atau istri yang hendak dinikahi,
dan memenuhi segala persyaratan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan
perundang-undangan baik itu syarat materil yang melekat dalam diri calon suami
dan istri maupun syarat formil. Majelis hakim hendaknya menambahkan Pasal 40
Kompilasi Hukum Islam yang mana merupakan membahas larangan menikahi
wanita yang masih dalam masa iddah, masih dalam ikatan perkawinan lain dan
juga wanita yang tidak beragama Islam. Dalam putusan juga sebaiknya
diterangkan masa iddah yang harus dilalui oleh Termohon Il yang harus menjalani
2 masa iddah, yang pertama adalah melanjutkan masa iddahnya yang belum
terselesaikan dan yang kedua masa iddah dari perkawinan yang dibatalkan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang mana setiap laki-laki
memilih seseorang perempuan ataupun sebaliknya untuk menjadi pasangan dalam
menjalani kehidupan berumah tangga. Hukum perkawinan merupakan bagian dari
ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul. Menurut agama
Islam sendiri perkawinan sangat di sunnahkan bagi umatnya, baik untuk beribadah
maupun memelihara keturunannya. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai
ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian
perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT.?

Di dalam Al-Quran juga menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan,
hidup berjodoh-jodoh adalah naluri makhluk Allah, termasuk juga manusia. Untuk
mewujudkan hal tersebut Islam mengatur melalui jenjang perkawinan yang
ketentuannya dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan atau hukum
perkawinan.® Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting karena
hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti
kehidupan masyarakat. *

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Pada Pasal 1

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

2 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Persada, 2015),
Him 53.

3 Abd. Rahman Ghazaly, Figh munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), HIm 13.

4 Ahmad Azhar Basyir, Hukum perkawinan Islam, (Yogyakarta: U1l Press, 1990), HIm 1.

1


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.

Sedangkan perkawinan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang
mana diperuntukkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.
Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “akad
yang sangat kuat atau mitsagan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dinyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu,
agama merupakan unsur dasar dalam suatu perkawinan untuk mempengaruhi
bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut. Perkawinan yang telah
dilaksanakan dan dianggap sah kemudian harus dicatatkan. Sebagaimana diatur
pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dibedakan sesuai agama yang diakui oleh peaturan
perundang-undangan. Pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut pada Bab 2 Pasal
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menyebutkan bahwa: bagi yang beragama Islam perkawinan yang dilakukan harus
dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk yang bukan beragama
Islam maka perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Pencatatan
perkawinan dilakukan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum apabila
terdapat masalah dikemudian hari.

Setiap tindakan manusia pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan
melalui tindakan tersebut. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Oleh karena itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa
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mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan tersebut. Seringkali apa yang menjadi
tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal yang
dapat menjadikan suatu perkawinan itu putus. Pasal 38 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa penyebab putusnya
perkawinan adalah karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.
Putusnya perkawinan yang disebabkan keputusan pengadilan ini terjadi karena
adanya pembatalan dan ketidak hadiran para pihak.

Perkawinan itu putus karena kematian adalah jika salah satu pihak baik
suami atau istri meninggal dunia. Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan
sendirinya perkawinan itu terputus. Sedangkan pihak yang masih hidup boleh
kawin lagi bilamana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang
berlaku di penuhi sebagaimana mestinya. ° Begitu pula dengan putusnya
perkawinan dikarenakan perceraian yang mana janda atau istri harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Dalam hal ini yang
dimaksud persyaratan ialah janda atau istri tersebut harus menunggu masa
iddahnya selesai untuk melangsungkan perkawinan kembali.

Masa iddah sendiri digunakan untuk mengetahui bahwa istri yang telah
dicerai dan ditinggal mati suami tengah mengandung atau tidak. Apabila dalam
keadaan mengandung maka harus menunggu sampai perempuan tersebut
melahirkan dan jika tidak mengandung maka ditentukan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila belum pernah melakukan
hubungan suami istri (gqobla al dukhul) bagi pasangan yang bercerai maka istri
tersebut bisa menikah lagi tanpa menunggu masa iddahnya. Menunggu masa
iddah merupakan persyaratan utama bagi seorang janda yang hendak menikah
kembali setelah perceraian terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila terpenuhinya suatu persyaratan dan
tidak ada pelanggaran dari ketentuan dalam perkawinan. Apabila telah terjadi

perkawinan dan ternyata baru diketahui bahwa antara kedua mempelai baik calon

5 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung:
Remaja Posdakarya, 1991), HIm 194.
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istri ataupun calon suami tersebut memiliki larangan untuk melaksanakan
perkawinan sebagai syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan sehingga
perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Perkawinan yang dilakukan oleh janda sebelum masa iddah berakhir terjadi
dalam suatu permasalahan hukum yang telah dituangkan dalam Putusan
Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr, yang mana
seorang perempuan melaksanakan perkawinan padahal masih dalam masa iddah
suami terdahulunya. Maka bagi seseorang yang mengetahui hal tersebut
hendaknya mengajukan pembatalan perkawinan sesuai Pasal 74 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yaitu “Permohonan pembatalan perkawinan dapat
diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau
istri atau perkawinan dilangsungkan”.

Dalam putusan tersebut terdapat Pemohon (Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto) mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan terhadap perkawinan antara Termohon | dan Termohon Il. Termohon
I dan Termohon Il menikah pada tanggl 24 Mei 2014. Pemohon merasa bahwa
perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan. Hal ini
berdasarkan dari temuan tim Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten
Mojokerto setelah sekitar dua minggu pernikahan tersebut berlangsung atau pada
tanggal 4 Juni 2014. Yang mana diketahui Termohon | adalah seorang duda cerai
yang akta cerainya dikeluarkan pada tanggal 8 September 2011 sedangkan
Termohon 1l ternyata adalah janda cerai yang akta cerainya dikeluarkan pada
tanggal 11 April 2014. Dari temuan tersebut terlihat bahwa Termohon Il tidak
memenuhi syarat perkawinan yaitu terdapat larangan untuk melaksanakan
perkawinan dikarenakan masih dalam masa iddah suami terdahulunya seperti
dijelaskan pada Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang melarang bagi seorang
pria melakukan perkawinan dengan wanita yang masih dalam masa iddah pria lain.
Apabila dihitung sesuai dengan dikeluarkannya akta cerai tersebut maka masa
iddah bagi janda cerai adalah 3 kali masa suci atau sekurang-kurangnya 90 hari
yang mana masa iddah Termohon Il akan selesai pada tanggal 9 Juli 2014.

Mengetahui hal tersebut Pemohon sebagai seseorang yang berhak untuk
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mengajukan Permohonan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan “pejabat yang ditunjuk ayat tersebut sesuai ayat
(2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan
hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah
perkawinan itu putus”.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk
mengetahui, membahas, dan mengkajinya lebih lanjut mengenai akibat Hukum
terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah serta apa
pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto
Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr. Berawal dari suatu permasalahn yang ada pada
Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr tersebut
penulis tertarik untuk meneliti tentang pembatalan perkawinan dikarenakan masa
iddah, yang mana kasus tersebut akan dituangkan dalam suatu karya tulis
berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan
Perkawinan Dikarenakan Masa lddah (Studi Putusan Pengadilan Agama
Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

permasalahan yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa
iddah?

2. Apa pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan putusan pembatalan
perkawinan karena belum selesainya masa iddah sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr?

1.3 Tujuan Penelitian
Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan tepat
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini terbagi

atas 2 (dua) tujuan, yaitu:
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1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:
1. Memenuhi dan melengkapi tugas persyaratan yang telah ditentukan guna
meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu
hukum yang bermanfaat dan dapat menyelesaikan masalah yang masih
berhubungan dengan isi skripsi ini baik untuk almamater Fakultas

Hukum Universitas Jember maupun masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan Khusus penulisan skripsi ini adalah:
1. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan yang
dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Hakim dalam memutus
perkara pembatalan perkawinan berdasarkan masai iddah (Putusan
Pengandilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah
yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kesabaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara
ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi.® Guna dapat memberikan jawaban terhadap
permasalahan yang diangkat di dalam penelitian hukum, diperlukan adanya
bahan-bahan yang relevan.

Sehingga pada akhrinya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan

agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-10, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2015), HIm 133.
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sistematik dalam penulisannya. Metode yang digunakan penulis dalam

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif
(legal research). Penelitian hukum yuridis normatif adalah menemukan kebenaran
koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma
yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah

tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan

hukum) atau prinsip hukum.’

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).2 Dengan pendekatan-
pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulisi untuk mengkaji isu

hukum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi
yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada
dan tidaknya benturan filosofi antar undang-undang dengan isu hukum yang

dihadapi.® Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan

" Ibid., HIm 47.
¢ Ibid HIm 133.
° Ibid.
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bagi peneliti untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu atau fakta hukum yang sedang ditangani dalam
menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai
akibat hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya
masa iddah.

. Studi kasus (case study)

Studi kasus (case study) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari
berbagai aspek hukum.'® Studi kasus ini digunakan untuk menjawab rumusan
masalah yang kedua, yaitu apa pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan
putusan pembatalan perkawinan karena belum selesainya masa iddah
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:
1365/Pdt.G/2014/PA.Mr.

. Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut
merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi

hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.'*

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk

menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan isu

hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya,

diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat

dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum

19 1bid, HIm 134.
1 1bid. HIm 95.
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sekunder. 2 Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan
hukum, juga dapat digunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.*3

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan Hakim.* Bahan hukum primer yang digunakan

dalam skripsi ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

b. Intrusksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. ** Bahan hukum sekunder yang penulis
gunakan dalam penelitian proposal ini adalah buku-buku dan literatur.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum
Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk
menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah yang

dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu:

12 1bid, HIm 181.
13 1bid, HIM183.
14 1bid.
15 1bid.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
isu hukum; dan

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.*®

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang
memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian
hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

18 1bid., HIm 213.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan
2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral erat hubungannya dengan nilai-
nilai keagamaan dan kerohanian. Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan
hanya sekedar hubungan lahir antara pria dan wanita, akan tetapi juga merupakan
hubungan batin.!” Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “perkawinan”
berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga
dengan lawan jenis; (bersuami atau beristri) melakukan hubungan kelamin atau
bersetubuh.®

Kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata
nikah mengandung dua pengertian yaitu arti yang sebenarnya (hagiqgat) dan dalam
arti kiasan (maajaz). Dalam arti yang sebenarnya nikah itu berarti “berkumpul”,
sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau “mengadakan perjanjian
perkawinan™® yang menjadikan halal hubungan laki-laki dan perempuan sebagai
suami istri.

Istilah yang digunakan bahasa Arab pada istilah figih tentang perkawinan

adalah munakahat atau nikah. Menurut ulama muta’akhirin: 2

“Nikah adalah akad memberikan faedah hukum kebolehan
mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita
dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi
pemenuhan kewajiban masing-masing.”

7 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003),
Him 22.

18 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, HIm 782.

19 Lili Rasjidi, Op. Cit, HIm 194.

20 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), HIm 4-5.

11
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Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing masing

ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain:%

1. Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah
untuk melakukan mut’ah secara sengaja”. Artinya kehalalan
seorang laki-laki untuk beristima’ dengan seorang wanita selama
tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut
secara syar’i.

2. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz
nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat
untuk bersenang-senang.

3. Menurut Al-Malibari perkawinan merupakan akad yang
mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang
menggunakan kata nikah atau tazwij.

4. Menurut Abu Zahrah di dalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah,
nikah merupakan sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum
berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan
perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan
kewajiban diantara keduanya.

Dari pengertian para ulama dapat disimpulkan bahwa definisi dari
perkawinan lebih menekankan pada hubungan biologis sebagai makhluk hidup
yang pasti memiliki hawa nafsu. Serta kehalalan untuk melakukan persetubuhan
atau al-wat.

Pakar Indonesia juga memberikan definisi dari perkawinan, yaitu sebagai

berikut:2?

1. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian yang suci
kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang
laki-laki denga seorang perempuan membentuk keluarga yang
kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

2. Menurut Hazairin, inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan
seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada
hubungan seksual.

3. Menurut Ibrahim Hosein pengertian perkawinan adalah sebagai
akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria
dan wanita. Secara lebih tegasnya perkawinan juga dapat
didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).

2L Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia
Indonesia Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No0.1/1974 Sampai Kompilasi
Hukum Islam, (Jakarta; Prenada Media, 2004), HIm 38.

22 |bid. HIm 42.
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Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.”

Dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dapat dirumuskan sebagai berikut: 23

1. Digunakan kata ‘“seorang pria dengan seorang wanita” yang

mempunyai arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis
kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis.

. Digunakan ungkapan “suami istri” yang mengandung arti bahwa

perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda
dalam suatu rumah tangga, bukan hanya istilah “hidup bersama”.

. Disebutkan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan yang Maha

Esa. Ini menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah
perisitiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

. Dengan ikatan lahir batin, hubungan suami istri dekat untuk dapat

saling mencurahkan perasaan kasih sayangnya, bergaul dan
bercanda dengan akrab dalam suasana bahagia dan ceria. Suami
istri harus saling melengkapi, memberi dan menerima sesuatu
menurut kebutuhannya baik bersifat lahir dan batin dengan tujuan
membentuk rumah tangga bahagia dan kekal.

Dari definisi yang sudah disebutkan, para para ahli mengartikan perkawinan

adalah perjanjian yang dalam bentuk akad yang menyebabkan kehalalan

melakukan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk

suatu keluarga yang kekal, saling mengasihi dan menyantuni dan bahagia.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tedapat

pada Pasal 2 yang berbunyi:

“Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.”

Hlm 58.

23 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajagrafindo Perseda, 2000),
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Makna mitssagan ghalidzan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat
pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 21 yang artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan
pada istrimu, padahal sebagian kamu bergaul (bercampur) dengan
yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitssagan ghalidzan).”
(QS. An-Nisa: 21)

Makna dari perkawinan itu sendiri harus dilihat dari tiga segi pandang.®
Yaitu sebagai berikut:

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum. Perkawinan itu merupakan
suatu perjanjian. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk
mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah
karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur
dahulu yaitu dengan agad nikah dan dengan ikatan rukun dan syarat
tertentu. Kemudian adanya cara menguraikan atau memutuskan
ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan
prosedur talag, kemungkinan fasakh, syagaq dan sebagainya.

b. Segi sosial dari suatu perkawinan. Dalam masyarakat setiap bangsa,
ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang
berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang
lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi
yang sangat penting. Dalam Agama, perkawinan itu diangggap
suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang
suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri
atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan
mempergunakan nama Allah.

2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan
Rukun perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan di dalam

perkawinan serta merupakan unsur yang mutlak dalam suatu peristiwa perkawinan.

Apabila salah satu rukun dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan

24 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op. Cit, HIm 43.
%5 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia (Ul-Press), 1986), HIm 47-48.
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tersebut tidak sah, dan hal ini diatur pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
Rukun dari perkawinan tersebut adalah: 2°

1. Adanya calon suami dan calon istri, calon pengantin tersebut harus
aqil balig atau dewasa;
. Harus ada wali nikah dari mempelai perempuan;
3. Harus ada dua orang saksi, saksi disini harus orang laki-laki
dewasa;
4. Harus ada ijab dari mempelai perempuan (walinya dan kabul dari
mempelai laki-laki;

N

Sedangkan yang dimaksud syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan merupakan
dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka
perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai
suami istri. 27 Jadi syarat dari perkawinan ini harus terpenuhi sebelum
dilangsungkannya perkawinan dan syarat perkawinan itu banyak dan telah
terperinci di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Sayuti Thalib?®, sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam
adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan
rukunnya. Sedangkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka bagi umat
Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah tetap mempunyai kedudukan
yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

2.1.2.1 Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing masing. Dari pasal

tersebut dapat disimpulan bahwa: perkawinan itu erat hubungannnya dengan

% Benyamin Asri, Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Tarsito,1998),
Him 29.

27 Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit, HIm 49.

28 Sayuti Thalib, Op. Cit, HIm 73.
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agama dan batin sehingga dalam perkawinan bukan saja segi-segi lahiriah yang
mempunyai arti penting melainkan juga segi batiniah.?®

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada
dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang
melekat pada diri masing masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat
formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan
menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

Syarat materil perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai
berikut :3

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai (Pasal 6 ayat (1));

b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat
1)

c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali
dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21
(duapuluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari
Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19
(sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun (Pasal 6 ayat (2) dan
Pasal 7 ayat (2));

d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang : *?

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah
ataupun keatas.

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan saudara neneknya.

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri.

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,
saudara susuan dan bibi/paman susuan.

2 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya.
(Jakarta : Sinar Grafika, 1996),HIm 27.

30 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2000), HIm 76.

3L http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/ Diakses pada
tanggal 2 Maret 2017 Jam 23:21 WIB

32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari
seorang.

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku, dilarang kawin.

e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain;

f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan
bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak
boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan
tidak menentukan lain (Pasal 10);

g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi
telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11).

Syarat perkawinan secara formal diuraikan pada Pasal 12 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya diatur dalam
Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai

berikut:3?

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus
memberitahukan  kehendaknya kepada Pegawai Pencatat
Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan
dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh
calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain
memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai
(Pasal 3-5);

2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu
diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian
ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7);

3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan
membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan yang memuat antara lain:

a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan
(pasal 8-9);

4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

33 http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/ Diakses tanggal 16 Januari 2017 jam
15:46 WIB
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kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta
perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua
orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta
perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan
satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan
istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-
13).

2.1.2.2 Menurut Inpres No.1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi

Hukum Islam

Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Berdasarkan Hukum Islam,
keabsahan perkawinan ditentukan setelah terpenuhinya syarat dan rukun.*
Lebih lanjut rukun dan persyaratan perkawinan tercantum dalam Pasal 14
sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Namun hal yang paling inti terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam, yakni yang harus ada dalam melaksanakan suatu perkawinan, yaitu:*

Calon suami;

Calon istri;

Wali nikah;

Dua orang saksi; dan
ljab dan Kabul

o0 o

Adapun kewajiban dari calon mempelai pria untuk membayar mahar
kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenis yang
disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai
dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Syarat sahnya perkawinan selain
yang disebutkan di atas, yaitu perkawinan yang dilangsungkan tidak
bertentangan dengan hal-hal yang di larang untuk kawin yang terdapat dalam

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

3 Sayuti Thalib, Op. Cit, HIm 125.
35 Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun
1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), HIm 72-73.
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2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga;® dengan
kata lain tujuan perkawinan ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut
beribadah kepada Allah karena menikah atas dorongan mengikuti perintah Allah
SWT dan sunnah Rasulullah SAW.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
sorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.”

Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan
adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah dan
warahmah. Pengertian mawaddah adalah cinta mencintai antara suami istri yang
meliputi pula arti saling memerlukan dalam hubungan seks sebagai suami istri.
Lalu kemudian timbul rasa santun-menyantuni, saling membela dan saling
memerlukan dimasa tua. Perasaan ini dalam Al-Qur’an disebut dengan istilah
rahmah, maka arti dari sakinah adalah tenteram, mawadah adalah cinta mencintai
dan rahma adalah santun-menyantuni.®’

Sedangkan filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah

perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:®

a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan
keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.

¢) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

3% Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit, HIm 22.
37 Sayuti Thalib, Op. Cit, HIm 73-74.
38 Mohammad Idris Ramulyo, Op. Cit, HIm 27.
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e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan
yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

2.2 Pembatalan Perkawinan
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam kamus besar “pembatalan” memiliki arti “proses, cara, perbuatan
membatalkan; pernyataan batal” yang berasal dari kata “batal” yang menurut
bahasa artinya tidak berlaku; tidak sah.3® Dalam bahasa arab kata batal yaitu
fasakh yang berarti membatalkan urusan itu.*°

Pengertian pembatalan perkawinan menururt para ahli:

1. Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah
bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu
dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak
(suami atau istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.*

2. A. Rahman dan Ahmad Sukardja menyatakan suatu perkawinan
yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan
perkawinan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh
pengadilan.*?

Pembatalan perkawinan ini terjadi salah satunya karena terdapat syarat-
syarat yang tidak dipenuhi dalam suatu perkawinan. Berikut adalah pembatalan

berdasarkan hukum normatif yang ada di Indonesia:
2.2.2 Macam-Macam Pembatalan Perkawinan

2.2.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

39 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ketiga,
(Jakarta: Balai pustaka, 2005) HIm 111.

40 Mahmud Yunus, Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah 2007) HIm
316

4 Riduan Syahrani, Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta: PT. Media Sarana Press1986). HIm 36.

42 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardi, Hukum Menurut Islam, Undang-Undang
Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, (Jakarta: Pt Hida Karya Agung, 1981). HIm 36.
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Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22
menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Berdasarkan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi alasan terjadinya

pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan syarat-syarat
perkawinan (Pasal 22).

2.Suami atau istri yang sudah mempunyai ikatan perkawinan
melakukan perkawinan yang baru (Pasal 24).

3. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar
hukum (Pasal 27 ayat (1)).

4. Perkawanan yang dilangsungkan terjadi salah sangka mengenai diri
suami ata istri (Pasal 27 ayat (2)).

Pembatalan perkawinan itu sendiri memiliki akibat, ada beberapa hal
yang tidak berlaku surut atas putusan pengadilan mengenai batalnya suatu
perkawinan. Hal ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali
terhadap harta benda, bila pembatalan perkawian dilakukan atas
adanya perkawinan lain.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum
keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.

Sedangkan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur
didalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yaitu:

1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau
istri.

2) Suami dan istri.

3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum
diputuskan

4) Pejabat yang ditunjuk menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan setiap orang yang
mempunyai  kepentingan hukum secara langsung terhadap
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
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2.2.2.2 Menurut Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi

Hukum Islam

Fasakh atau batal berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya
yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Dalam
sistematika yang berbeda, kompilasi mengaturnya dalam pasal-pasal sebagai
berikut:

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun
salah satu dari keempat istrinya itu iddah talak raj’i.

b. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di li’an.

c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga
kali olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah
dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari
pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai
hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu
yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau
ke atas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara orang tua, dan antara orang dengan suadara
neneknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu
atau ayah tiri.

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua, anak sesusuan, saudara
sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai ibu atau kemenakan dari
istri atau istri-istrinya.

Berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat

dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih jadi istri pria
lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya).

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dala masa iddah dari
suami lain.
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4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Perkwinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksankan oleh wali
yang tidak berhak.

6. Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan.

Pada Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau
istri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam
keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka. Perkawinan yang dilangsungkan
dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang dipaksa, dan tidak
mempunyai akibat hukum. Dijelaskan dalam sabda Rasullah SAW, riwayat al-
Thabrani dan Tsauba:

“dihilangkan (pembebanan) hukum karena tiga hal (pada umatku).
Karena khalif, lupa, dan orang dipaksa.”

2.3 Masa lddah

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku
baginya waktu tunggu (masa ‘iddah) baik karena kematian, perceraian atau atas
keputusan pengadilan, kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum
berhubungan (gabla al-dukhul). 43

Iddah atau lebih tepatnya ‘iddah kalau dilihat dari sudut kata-kata
mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu.** Ditinjau dari segi bahasa,
Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari kata adda-ya uddu- ‘idatan dan
jamaknya adalah iddad yang secara arti kata (etimologi) berarti: “meghitung” atau
“hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud Iddah karena dalam masa itu si
perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu.*

Dengan demikian yang dimaksud masa iddah adalah masa menunggu bagi
seorang istri yang telah bercerai dari suaminya, untuk dapat melakukan

perkawinan lagi dengan laki-laki lain.“® Kegunaan dari iddah adalah untuk

43 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op. Cit, HIm 245.

44 Sayuti Thalib, Op. Cit, HIm 122.

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), HIm 303.

46 Ibid. HIm 304.
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mengetahui kandungan janda tersebut apakah berisi atau tidak, sebab setiap anak
harus jelas siapa bapaknya. Disamping itu iddah dimaksud juga untuk kesempatan
berpikir dalam masa iddah cerai dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali
sesudah perceraian.*’

Dilihat dari segi hal-hal yangg menyebabkan terjadinya iddah, maka iddah
itu dapat dibagi menjadi dua:*®

2.3.1 Iddah kematian

Iddah kematian adalah iddah yang harus dijalani oleh istri yang ditinggal
mati suaminya. Lamanya masa iddah bagi seorang istri yang ditinggal mati suami,
adalah sebagai berikut:

a) lddah kematian bagi istri tidak dalam keadaan hamil.

Apabila istri yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil, baik karena
sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum (qobla al dukhul), maka
masa iddahnya adalah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari*® Hal ini sebagaimana
dijelaskan pada Pasal 39 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Apabila perkawinan putus karena kematian,
waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”, dan Pasal 153 ayat (2)
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Apabila perkawinan putus karena kematian,
walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh)
hari”, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 234,

yang artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan
meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan
dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari....” (QS. Al-Bagarah:
234).

47 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),
Him 79.

48 Benyamin Asri, Op. Cit, HIm 66.

49 |bid, HIm 67.
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b) Iddah kematain bagi istri dalam keadaan hamil.

Apabila janda yang putus perkawinannya karena kematian dan sedang dalam
keadaan hamil maka masa iddahnya ialah sampai melahirkan.>® Pada Pasal 39
ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan “Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”, namun dari bunyi pasal
tersebut tidak dijelaskan secara rinci diperuntukkan kepada janda yang putus
perkawinan dikarenakan kematian atau perceraian sehingga dapat disimpulkan
peraturan tersebut bersifat keseluruhan baik putusnya perkawinan karena
kematian atau karena perceraian. Sedangkan pada Pasal 153 ayat (2) huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Apabila perkawinan putus karena
kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu di
tetapkan sampai melahirkan”, serta potongan firman Allah SWT dalam AL-

Qur’an surat At-Thalaq ayat, yang artinya:

“....Perempuan-perempuan yang sedang hamil iddahnya adalah sampai
dia melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah,

Allah akan menjadikan semua urusannya mudah” (QS. At-Thalaq: 4)
2.3.2 Iddah talak

Iddah talak adalah iddah yang harus dijalani oleh istri karena dijatuhkan
talak.®! Lamanya masa iddah bagi seorang istri yang ditalak adalah sebagai
berikut:

a. lddah talak bagi perempuan yang sedang hamil

Bagi istri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah

sampai melahirkan kandungannya. Melahirkan disini bukanlah karena

% Ibid.
5t 1bid.
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prematur atau karena keguguran.®? Masa iddah Ini diatur pada Pasal 39 ayat (1)
huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan seperti pada iddah kematian dalam keadaan hamil, dan Pasal 153
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Apabila perkawinan putus karena
perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu
ditetapkan sampai melahirkan untuk putusnya perkawinan dikarenakan cerai”
serta firman Allah SWT dalam AL-Qur’an surat At-Thalaqg ayat 4, sama seperti

iddah kematian bagi istri dalam keadaan hamil.
b. lddah talak bagi perempuan dalam keadaan tidak hamil:

1) Perempuan yang belum berkumpul (gobla al dukhul) tidak ada iddah yang
harus dijalaninya. ® Hal ini diatur pada Pasal 39 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Tidak ada waktu
tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara
janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan
kelamin” dan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “tidak ada waktu
tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda
tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul”. Seperti firman Allah dalam
Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49, yang artinya:

“...apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman,
kemudian kamu ceraikan mereka, sebelum kamu mencampurinya,
maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu,....” (QS Al-
Ahzab: 49

2) lddah talak bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri:

a. Bagi istri yang telah melakukan hubungan suami istri dan masih mengalami

datang bulan, maka iddahnya adalah 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-

52 hid.
58 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, Op. Cit, HIm 310.
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kurangnya 90 hari.® Hal ini diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf (b)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang
masih  berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan
sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang
bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”, dan Pasal 153 ayat (2) huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam  “Apabila  perkawinan putus karena
perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci
dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak
haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”. Seperti firman Allah dalam AL-
Qur’an surat Al-Bagarah ayat 228, yang artinya:

“....Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali quru’....(QS AL-Bagarah: 228)

. Bagi istri yang sudah tidak lagi mengalami masa datang bulan, maka masa
iddahnya adalah tiga bulan atau 90 hari.> Pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Pasal 39 ayat
(1) huruf b yang telah disebutkan dalam Iddah talak bagi istri yang sudah
melakukan hubungan suami istri dan masih mengalami datang bulan, dan
juga pada Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Seperti
termuat dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 4, yang

artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang putus-asa dari haid di antara
perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa
iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)
perempuan-perempuan yang tidak haid....” (Al-Thalaq: 4)

5 Ibid. HIm 314.
% lbid. HIm 317.
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c. Bagi istri yang ditalak dalam keadaan menyusui bayi atau anaknya dan tidak
mengalami haid terkecuali sudah lewat 2 (dua) tahun maka ia masih dalam
masa iddah sampai datang haid padanya sebanyak 3 (tiga) kali.>® Seperti
bunyi Pasal 153 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam:

“Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu
menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali

waktu haid”.

Sedangkan jika pada waktu ditalak tidak mengalami haid bukan karena
menyusui maka masa iddahnya adalah satu tahun, namun apabila siklus haid
kembali normal maka dia menjalani masaiddahnya dengan
hitungan quru’ (menjalani 3 kali haid).>” Seperti termuat pada Pasal 153

ayat (6) Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka
iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun

tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci”

56 http://asysyariah.com/%E2%80%98iddah-istri-yang-ditalak/ Diakses pada tanggal 28
Juli 2017 Pukul 21:25 WIB.
57 Ibid.
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BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan Sebelum Selesainya
Masa Iddah

Perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Pengertian dari sebuah
perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan juga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan
dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain
makna juga memiliki tujuan dari adanya perkawinan itu sendiri yaitu perkawinan
adalah ““ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri” dan
tujuannya adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”®
serta adanya unsur agama didalamnya yaitu “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” yang merupakan unsur ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.*® Sedangkan
ikatan lahir batin menurut R. Sarjono, seperti dikutip Asmin dalam buku “Status

Perkawinan Antar Agama; Tinjauan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan” sebagai berikut:®°

Sebagai para pihak yang bersangkutan karena pernikahan itu secara
formil merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya
dengan satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungan dengan
masyarakat luas. Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti
bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat
yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan disebutkan pada
Pasal 2 yaitu perkawinan adalah agad yang sangat kuat atau misstagan ghalidzan

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Pada Pasal 2

% H. Ahmad Ainani, Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, Jurnal
Darussalam, volume 10, No. 2, Juli-Desember 2010. HIm 111.

5% Ahmad Rofig, Op. Cit. HIm 53.

%0 1pbid.
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Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian perkawinan memiliki kesamaan
makna seperti pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antara keduanya tidak memiliki perbedaan yang
prinsipil mengenai pengertian perkawinan, seperti pengertian perkawinan yaitu
“perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan” perjanjian
yang dimaksudkan bukanlah seperti pada perjanjian jual beli atau sewa
menyewa®!, tetapi perjanjian yang suci untuk mencapai tujuan perkawinan itu
sendiri yaitu “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” serta “mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” yang berarti perkawinan
merupakan unsur ibadah bagi manusia kepada Tuhan. Dalam agama Islam
perkawinan disunnahkan kepada umatnya, seperti dalam riwayat Bukhari dan
Muslim yang berbunyi “tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka dan kawin;
barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan umatku”.®2

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan adalah
suatu perjanjian (agad) untuk mengikat diri antara sorang pria dan wanita untuk
memperolah legitimasi kehalalan dalam hubungan seksual kedua belah pihak,
dengan dasar sukarela dan keridhaan keduanya untuk mewujudkan suatu rumah
tangga yang bahagia didasari kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara
yang telah diatur oleh agama Islam.%3

Setiap perbuatan manusia memiliki suatu tujuan termasuk perkawinan, yaitu
membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Namun tidak semua perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut, adapula
perkawinan yang tidak bisa bertahan dan membuat perkawinan itu putus. Sebuah
perkawinan putus dikarenakan 3 (tiga) hal, dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “perkawinan dapat putus karena:
kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Putusnya perkawinan
dikarenakan perceraian, yang mana terdapat permasalahan dari berbagai hal yang

terjadi setelah perkawinan itu dilaksanakan yang yang akhirnya dari permasalahan

61 |bid. HIm 112.
62 Sayuti Thalib, Op. Cit, HIm 50.
6 H Ahmad Ainani, Op. Cit, HIm 112
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BAB 4
PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 3, maka

kesimpulannya sebagai berikut:

1. Akibat dari perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah.
Apabila seorang janda menikah sebelum masa iddahnya selesai maka
perkawinannya tersebut harus dibatalkan. Hal ini dikarenakan pernikahan
tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan baik itu hanya beberapa
syarat. Syarat yang tidak terpenuhi ialah adanya larangan untuk
melaksanakan perkawinan yaitu masa iddah bagi seorang janda. Karena di
dalam peraturan perundang-undangan dan agama Islam masa iddah
termasuk sebuah larangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan.
Kemudian setelah perkawinan dibatalkan maka akibat yang timbul terhadap
para pihak yaitu suami isteri adalah keduanya menjadi asing dan keduanya
kembali kestatus sebelum perkawinan berlangsug. Sedangkan untuk istri
tersebut harus melanjutkan iddahnya yang sebelumnya dan iddah dari
perkawinannya yang baru saja dibatalkan jika sudah melakukan hubungan
suami istri. Setelah menjalani dua masa iddah maka dapat kembali
melangsungkan perkawinan dengan agad yang baru hal ini berdasarkan
pendapat dari Abu Hanafi, dan al-Tsauri.

2. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa
perkawinan antara Terugugat | dan Tergugat Il tidak memenuhi syarat-
syarat perkawinan, karena Tergugat Il masih dalam masa iddah dari suami
terdahulunya, sehingga seharusnya Termohon Il menyelesaikan masa
iddahnya sebagai janda cerai yang waktu tunggu (iddah) baginya adalah
sekurng-kurangnya 90 hari seperti termuat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini yang dijadikan alasan dari Pemohon

untuk mengajukan permhonan yang mana Termohon Il tidak menyelesaikan
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masa iddahnya terlebih dahulu sebagai janda cerai dan melangsungkan

perkawinan. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara

pembatalan yang dikarenakan belum selesainya mas iddah bagi seorang

janda yaitu mendasarakan putusannya pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yaitu:

a. Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

b. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

c. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d. Pasal 71 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

e. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

f. Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

Dengan dasar hukum tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan

permohonan pembatalan perkawinan Pemohon terhadap perkawinan

Termohon | dan Termohon Il karena telah terbukti perkawinan tersebut

tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 22 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 71 Kompilasi

Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga

perkawinan antara Termohon | dan Termohon Il dinyatakan batal.

4.2 Saran
Saran yang dapat diberikan terkait dengan skripsi ini, adalah:

1. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, hendaknya para pihak terutama
calon suami dan istri mengetahui status sebenarnya dari calon suami atau
istri yang hendak dinikahi, dan mematuhi segala peraturan peundang-
undangan dan syariat agama yang berlaku mengenai syarat-syarat
perkawinan terutama syarat tidak adanya larangan untuk melaksanakan
perkawinan sebagai suatu langkah pencegahan perkawinan atau juga bisa
disebut dengan pencegahan perkawinan. Kemudian bagi pegawai pencatatan
perkawinan (Kantor Urusan Agama) juga diharuskan lebih teliti dalam

memeriksa identitas dan persyaratan-persyaratan dari para pihak yang akan
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mencatatkan suatu perkawinan agar dikemudian hari tidak timbul
permsalahan hukum terhadap perkawinan tersebut.

Pemerintah dan lembaga masyarakat serta tokoh masyarakat hendaknya
memperhatikan pesoalan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
perkawinan dan akibat-akibat lainnya, yaitu dengan cara mengadakan
sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan seperti
mengenai akibat dari perkawinan, akibat dari putusnya perkawinan, serta
larangan-larangan untuk melaksanakan sebuah perkawinan kepada
masyarakat luas. Terutama mengenai masa iddah dalam agama Islam yang
memiliki beberapa macam sesuai dengan penyebab putusnya suatu
perkawinan dan keadaan dari perempuan. Maka sosialisasi ini sangat
diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui segala persyaratan yang harus
dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan dan juga mengenai
larangan-larangan perkawinan tersebut.

Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat juga
mempertimbangkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam karena dalam perkara
ini salah satu alasan dari adanya permohonan pembatalan adalah tidak
terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yaitu adanya larangan perkawinan
dari pihak perempuan yang seorang janda dan masih dalam masa iddah dan
dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam putusan tersebut juga
seharusnya disebutkan tentang masa iddah yang harus dijalani oleh
Termohon 11 sebagai akibat dari pembatalan perkawinannya, yang mana
melakukan dua masa iddah, yang pertama dari suami terdahulunya dan

kedua dari suami yang baru saja dibatalkan perkawinannya oleh pengadilan.
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PUTUSAN
Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang
diajukan oleh:

Pemohon;

Melawan

Termohon I;

Termohon II;

Selanjutnya TERMOHON | dan TERMOHON 1l disebut sebagai para

Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para Termohon serta telah memeriksa

alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal

05 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Mojokerto tanggal 05 Juni 2014, dengan perkara Nomor 1365/Pdt.G/2014/

PA.Mr, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Mei 2014, Termohon | dan Termohon Il melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto (Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014);
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon | dan Termohon Il bertempat
tinggal di rumah orang tua Termohon Il di Dusun Manting RT.02 RW.01
Desa Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, selama kurang
lebih 2 minggu;

3. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Termohon | berstatus duda
cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1280/AC/2011/PA.Ngj. tanggal 08
September 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama
Nganjuk sedangkan Termohon Il berstatus janda cerai sesuai dengan Akta
Cerai Nomor: 0828/AC/2014/PA.Mr. tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan
oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

4. Bahwa hasil temuan team pemeriksa dari dari Bimas Islam Kementerian
Agama Kabupaten Mojokerto tanggal 04 Juni 2014 ternyata Termohon Il
masih dalam masa iddah sehingga Termohon Il belum diperbolehkan untuk
menikah lagi dengan orang lain. Oleh karena itu perkawinan Termohon |
dengan Termohon Il tersebut harus dibatalkan;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon | () dengan
Termohon Il () yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jatirejo, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 23 Mei 2014;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor: 0187/049/V/2014 tidak
berkekuatan hukum;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
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Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
dan para Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan masing-
masing telah memberikan keterangannya;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang
berperkara dengan memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan
perkara a quo, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara melalui mediasi untuk memberikan penjelasan hal-hal yang
berkaitan dengan perkara a quo kepada para pihak dengan mediator H.
RUSLAN, S.Ag.,SH., Mediator non Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, dan
tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon yang
hadir sendiri di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lisan
sebagai berikut:

e Bahwa para Termohon pada pokoknya membenarkan seluruh
permohonan Pemohon;

e Bahwa para Termohon tidak keberatan pernikahan para Termohon
dibatalkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat, berupa:

a. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama Rl atas nama Pemohon,
nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/5047/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang
dikeluarkan atas nama Menteri Agama oleh Kepala Kanwil Kementerian
Agama Propinsi Jawa Timur, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai
cukup, dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P1);

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon |, nomor:
3516011706820001, tanggal 19 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh
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Pemerintah Kabupaten Mojokerto, ternyata sesuai dengan aslinya,
bermeterai cukup, dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P2);

c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IlI, nomor:
3505055204830009, tanggal 07 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto,
ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah
diperlihatkan kepada pihak lawan (P3);

d. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon | dan Termohon I,
nomor: 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto,
ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah
diperlihatkan kepada pihak lawan (P4);

e. Foto copy Akta Cerai atas nama Termohon |, nomor: 1280/AC/2014/
PA.Ngj tanggal 08 September 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera
Pengadilan Agama Nganjuk, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai
cukup, dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P5);

f. Foto copy Akta Cerai atas nama Termohon I, nomor: 0828/AC/2014/
PA.Mr tanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan
Agama Mojokerto, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup,
dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P6);

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-
saksi di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya, sebagai berikut:

1. SAKSI:

e Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sejak 5

bulan yang lalu;
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e Bahwa saksi mengenal para Termohon, karena saksi adalah
tetangga para Termohon dan saksi yang mengurusi persyaratan
pernikahan para Termohon;

e Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, telah terjadi pernikahan antara
Termohon | dan Termohon Il yang dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

e Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Termohon | berstatus
duda cerai sesuai dengan Akta Cerai, nomor: 1280/AC/2011/
PA.Ngj. tanggal 08 September 2011 yang dikeluarkan oleh
Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan Termohon II
berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0828/
AC/2014/PA.Mr. tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh
Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

e Bahwa setelah akad nikah, para Termohon sekarang bertempat
tinggal di rumah orang tua Termohon Il di Dusun Manting Desa
Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, selama 2
minggu;

e Bahwa saksi baru mengetahui dari hasil temuan team pemeriksa
dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
tanggal 04 Juni 2014 ternyata Termohon Il masih dalam masa
iddah sehingga Termohon Il belum diperbolehkan untuk menikah
lagi dengan orang lain;

e Bahwa saksi mengakui kurang teliti dalam memeriksa persyaratan
pernikahan Termohon | dan Termohon II;

e Bahwa pernikahan para Termohon telah dicatatkan dan para
Termohon telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, nomor:

0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh
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Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten
Mojokerto;
1. SAKSI:

e Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sejak 2
tahun yang lalu, karena saksi bekerja sebagai TU dan merangkap
staf di KUA tersebut;

e Bahwa saksi mengenal para Termohon, karena saksi tetangga
para Termohon dan saksi yang mengurusi persyaratan
pernikahan para Termohon;

* Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, telah terjadi pernikahan antara
Termohon | dan Termohon Il yang dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

e Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Termohon | berstatus
duda cerai sesuai dengan Akta Cerai, nomor: 1280/AC/2011/
PA.Ngj. tanggal 08 September 2011 yang dikeluarkan oleh
Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan Termohon II
berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0828/
AC/2014/PA.Mr. tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh
Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

e Bahwa setelah akad nikah, para Termohon sekarang bertempat
tinggal di rumah orang tua Termohon Il di Dusun Manting Desa
Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, selama 2
minggu;

e Bahwa saksi baru mengetahui dari hasil temuan team pemeriksa
dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

tanggal 04 Juni 2014 ternyata Termohon Il masih dalam masa
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iddah sehingga Termohon Il belum diperbolehkan untuk menikah
lagi dengan orang lain;

e Bahwa saksi mengakui kurang teliti dalam memeriksa persyaratan
pernikahan Termohon | dan Termohon II;

e Bahwa pernikahan para Termohon telah dicatatkan dan para
Termohon telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, nomor:
0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten
Mojokerto;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan para
Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya, sedangkan para
Termohon mencukupkan alat bukti dari Pemohon di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada
permohonannya, sedangkan para Termohon tetap pada jawabannya,
selanjutnya mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang
terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang, oleh karena
itu majelis cukup menunjuk berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan para Termohon dengan menjelaskan hal-hal yang berkaitan
dengan perkara a quo, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan pasal
130 ayat (1) HIR;
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Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Rl nomor 1
tahun 2008, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon
dan para Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator H. RUSLAN,
S.Ag.,SH., mediator non Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, dan P4 sebagai
bukti autentik, terbukti bahwa Perkawinan Termohon | dan Termohon
Il dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadailan Agama Mojokerto serta
Termohon | dan Termohon Il bertempat tinggal di Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Mojokerto, oleh karena itu sesuai dengan
ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 37
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 74
Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P4 sebagai bukti
autentik, terbukti bahwa Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sedangkan para Termohon adalah
suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1)
dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Pemohon sebagai
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto
dan para Termohon sebagai suami istri sah memiliki legal standing untuk
bertindak sebagai Pemohon dan para Termohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokerto
berwenang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan a
gquo dan pihak-pihak memiliki legal standing, maka lebih lanjut akan
dipertimbangkan pokok permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon dalam
perkara ini adalah mohon agar perkawinan para Termohon dibatalkan karena

berdasarkan hasil temuan team pemeriksa dari Bimas Islam Kementerian
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Agama Kabupaten Mojokerto tanggal 04 Juni 2014 ternyata Termohon Il masih
dalam masa iddah sehingga Termohon Il belum diperbolehkan untuk menikah
lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, para Termohon
pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon, dan para
Termohon tidak keberatan pernikahan para Termohon dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 174 HIR pengakuan yang
disampaikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan
bersifat menentukan, Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam
yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum
dalam Kitab Al Bajuri |l halaman 334 sebagai berikut:

Artinya: “Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya maka
hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu”;

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon hadir di persidangan dan
mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim
masih perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang
lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 sebagai bukti
autentik, terbukti bahwa para Termohon telah melangsungkan
penikahan pada tanggal 23 Mei 2014, yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana Foto copy
Kutipan Akta Nikah atas nama para Termohon, nomor: 0187/049/V/2014
tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 sebagai bukti
autentik, terbukti bahwa Termohon | pada saat melangsungkan
penikahan pada tanggal 23 Mei 2014, adalah berstatus duda cerai,
sebagaimana foto copy Akta Cerai atas nama Termohon I, nomor: 1280/
AC/2014/PA.Ngj tanggal 08 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 sebagai bukti
autentik, terbukti bahwa Termohon Il pada saat melangsungkan
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penikahan pada tanggal 23 Mei 2014, adalah berstatus janda cerai,
sebagaimana foto copy Akta Cerai atas nama Termochon |, nomor: 0828/
AC/2014/PA.Mr tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
di depan persidangan dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut di
atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain,
serta mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai
kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
sah dalam perkara a quo serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan pembuktian
perkara ini, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di
persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa para Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal
23 Mei 2014 di Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

b. Bahwa pada saat penikahan dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2014,
Termohon | berstatus duda cerai sejak tanggal 08 September 2011, dan
Termohon |l berstatus janda cerai sejak 11 April 2014;

c. Bahwa petugas Kaur Kesra Desa Manting, Kecamatan Jatirejo,
Kabupaten Mojokerto, dan Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) dari
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto
kurang teliti dalam memeriksa persyaratan pernikahan para Termohon;

d. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2014,
ternyata Termohon II masih dalam keadaan masa iddah, karena
Termohon Il baru bercerai pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 dan pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seorang yang masih terikat tali
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perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang
tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 (c) Kompilasi Hukum Islam
bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila perempuan yang dikawini
ternyata masih dalam iddah dari suami lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan ayat (4) Inpres
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ditentukan apabila
perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid
ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)
hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan
tenggang waktunya dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ditemukan fakta
hukum bahwa perkawinan Termohon | dengan Termohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sedangkan Termohon |l bercerai pada tanggal
11 April 2014, sehingga majelis berpendapat bahwa Termohon Il masih dalam
waktu tunggu yang ditentukan yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)
hari, dengan demikian perkawinan antara Termohon | dan Termohon Il tidak
memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 9
dan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 71 (c)
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, patut
dikemukakan dalil syari yang termaktub dalam Al-Quran ayat 228, yang
berbunyi:

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga

kali suci.” (Q.S. Al Bagarah : 228)
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Demikian pula dalil syar’i yang termaktub dalam dalam kitab I'anatuth Tholibin
Juz Il halaman 280, yang oleh Majelis Hakim juga diambil alih sebagai

pendapat Majelis, yang berbunyi:

Artinya: “Dan syarat calon istri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam
ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan
laki-laki lain dan seterusnya .. .”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa
permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan
pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 71 (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan
Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Termohon yang tercatat
dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten
Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei
2014 dibatalkan, maka akta tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Membatalkan perkawinan Termohon | () dengan Termohon Il () yang

dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten

Mojokerto, pada tanggal 23 Mei 2014;
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3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei
2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo,
Kabupaten Mojokerto, tidak berkekuatan hukum;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Jum’at tanggal 25 Juli 2014 Masehi
bertepatan tanggal 27 Ramadan 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ASFA’AT BISRI sebagai
Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. MOH. FADLI, SH, MA. dan ALI HAMDI,
S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. ASTUTIN,

SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para

Termohon.
Ketua Majelis,
Ttd
Drs. ASFA’AT BISRI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd Ttd
Drs. H. MOH. FADLI, SH., MA. ALI HAMDI, S.Aqg.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. ASTUTIN, SH.
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Perincian Biaya : Untuk salinan yang sama bunyinya
1. |Biaya Rp. | 30.000,- |Oleh,
Pendaftaran Panitera Pengadilan Agama
2. |Biaya Proses Rp. 50.000,- Mojokerto,
Biaya Panggilan Rp. 255.000,-
3.
Redaksi Rp. 5.000,-
4.
5. |Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. [346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu | ABD YAKUR WIDODO,SH.
rupiah)
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